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PERATURAN BUPATI PACITAN

§ NOMOR 27 TAHUN 2011

I TENTANG

' PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

AN.GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
§ TAHUN ANGGARAN 2010

'DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

P BUPATI PACITAN

Bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapétan dan Belanja paerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan

Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Anggarin Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dalam

Peraturan. : :

%

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
‘Daerah-paerah Kabupaten Pacitan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (ﬂembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839); '

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
un@ang—undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
NbTor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); ‘

3. undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
deﬁgan Undang-Uandang Nomor 20 Tahun 2000(Lembaran Negara Tahun

' 2000 Nomor 130, Tambahan Tembaran Negara Nomor 3988);

4, Un&ang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3852);

5. Un@ang—undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286); '
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

) 17'

138.

:
uﬁdang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Ndmor 4355);

undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Ta?bahan Lembaran Negara Nomor 4389):
Unaang—undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
}
Undang‘undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
tambahan lembaran Negara Nomor 4421); :
!
uUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lémbaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir = dengan
undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Noﬁor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);

undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undéhg-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); :

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan.
Keuangan Kepala Daerah dan wakil xepala Daerah (Lembaran.Negara
Tahgn 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa

'ka1i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

'Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang sStandart

Akuntansi Pemerintahan {(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,

.Tamb?han Lembaran Negara Nomor 4503);

3 : _
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan xepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

Pera;uran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4574);
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19.

20.

2,

22'

23.

24,

25,

26.

27,

28.

29.

30,

_Pératuran Pemerintah Nomor 535 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

H
Pefaturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

i
Pe}aturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lehbaran Negara Nomor 4577);

Pefaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4585); :
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran - Negara
Nomor 4857); 3 '

‘ .

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pehbinaan Dan Pengawasan Penye1enggaraan pemerintah - Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4592); ‘
'3

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran’ Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3 . . !
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Peﬁye1enggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwak11an Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penye1enggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007
Nombr 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); ‘
Per?turan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan

Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
! ' ' _ '
Peraturan Menteri palam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan B8elanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi

Intensif dan Dana Operasional;
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31.

32,

33‘

34.

35.

36.

37.

38,

39.

40.

41.

Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
thun Anggaran 2009; '
y _ :
Pératuran Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil cukai Hasil tembakau;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1
seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11
Tanggal 18 Juli 2007); '

;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah
deﬁgan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2
Tanggal 12 Juli 2006);

Pe}aturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2006-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tanggal 18 Juli 2006);

Pefaturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
(Lembaran  Daerah  kabupaten pacitan Nomor 7
Taﬁggal 18 pesember 2006);

Peﬁatuﬁan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran
oaerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007
Tanbgal 4 Sseptember 2007);

1 .
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan
Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13
Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007); '

¥
[

Perhturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah pada PDAM Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007
Tanbgal 4 september 2007):° :
: _

Peraturan Oaerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Tanggal 30 Desember 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 8 Tahun 2009 Tanggal 30 Desember 2009 );

T
|

Per;turan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010 Tanggal 29 september 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor: 2 Tahun 2009 Tanggal 29 September 2010).;
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. PERATURAN BUPATI TENTANG PEN]JABARAN PERTANGGUNG]AWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.
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_Pasa1 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

X
H

1, pendapatan 3

a. pPendapatan Asl1i Daerah
b. Dana Perimbangan

Daerah Yang Sah

Rpl

o
o

29,

488 L]
534,435,
c. Lain -lain Pendapatan Asli Rp. 131.792.

179,487,72
121.450,00
082.116,00

Jumlah Pendapatan

2. Belanja i

a. Belanja T1dak Langsung
1) Belanja Pegawal

2; Belanja Bunga
Belan]a subsidi

4) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan S0sia

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.

8) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak

Langsung .

b. Be1an1a Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan la
3) Be1a_Fa Modal
Jum
Jumlah belanja

ah Belanja Langsung

Rp. 450.708.633.669,80

Rp. . -

Rp' -

Rp. 14.944,599,400,00

1 Rp. 9.162.940.460.00
Rp.  2.862.503.934,65
42,230.137.900,00

Rp. 607.060.000,00

Rp. 18,481.261,349,00

sa Rp. 69.350.961.379,85
Rp. 72,004,433,778,27

Surplus/(Defisit)setelah

perubahan

3. Pembiayaan:

1] .
a.Penerimaan
b.Pengeluaran

Jumlah pembiayaan Neto

Rp. 35.517.563.939,62
Rp. 1.750.000.000,00

Sisa Lebih Pembjayaan Anggaran Tahun

Berkenaan
£

3
$

Rincian Laporan Realisasi

tercantum da'lam Lampiran I Peraturan Bupati Pacitan ini.

i

Al et B

Ringkasan Laporan Realisasi

[

o g

Pasal

2

Rpl
Rpl

Rp.695.715.383.053,72

Rp.520.515.875.364,45

Rp.159.926.656.507,12
Rp.5680.442.531.871, 57
Rp. 15.272.851.182,15

33.767.563.939,62
49,040.415.121,77

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam : pasa1 1

pPasal

3

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam. pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran,

pasal

4

Penjabaran Laopran ‘Realisasi Anggaran sebaga1mana dimaksud da1am pasal 3

tercantum da1am Lampiran II Peraturan Bupati Pacitan ini.
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i ~pasal 5

Lampiran seBagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Pacitan ini.

{ .Pasal b
Peraturan Buﬁati pPacitan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Agar setiap brang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dalam Berita paerah,

i Ditetapkan di Pacitan
! Pada tanggai 5 Agustus 2011

g _ BUPATI PACITAN
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